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Mantan Kepala DPPKAD Tanpa PH, Ajukan Eksepsi

Dasar Hukum Pencairan
Dana BK Sudah Lengkap

BENGKULU - Sidang per-
dana perkara korupsi dana
beban kerja (BK) DPPKAD
Kota Bengkulu tahun 2015
mendudukkan 4 terdakwa,
dimulai kemarin (21//11) di

PN Tipikor Bengkulu. Empat

terdalwa, M. Sofyan (mantan
Kepala DPPKAD), Ikhsanul
Arif (Kabid Pembendaha-
raan DPPKAD), Elmi Yati
(Pejabat Penatausahaan
Keuangan), dan Yulian
Firdaus (Bendahara Pen-
geluaran) dihadapkan

- ke muka sidang dengan
majelis hakim diketuai
Dr. Jonner Manik SH,
MH didampingi Gabriel

Sialagan SH, MH dan Rah-
mat SH, MH.

Usai pembacaan dakwaan
JPU Daniel Hutagalung,
SH, terdakwa M Sofyan
yang menjalanipersidangan
tanpa didampingi penasihat
hulaim, langsung menyata-
kan eksepsi(mengajukan ke-
beratan atas dakwaan JPU).
Berbeda dengan terdakwa
lainnya yang semuanya di-
dampingi PH, pembacaan

eksepsi akan disampaikan

pada sidang berikutnya,
Senin (26/11) mendatang.
Dalam eksepsinya Sofyan
menyebut dasar hukum da-
lam proses pencairan dana
BK sudah lengkap dan sem-
purna sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan

yang berlaku. Menurutnya,

dasar pertama Peraturan
Walikota (Perwal) Nomor
36 tahun 2015 yang terhi-
tung pembayaran sejak 1
Agustus. Namun karena
ada kesalahan, mereka
ajukan perubahaan seh-
ingga keluar Perwal No-
mor 36A. “Dasar hukum
pencairan dana BK itu
lengkap dan sempurna,
dasar pertama Perwal no-
mor 36 terhitung 1 Agus-
tus, karena salah kami
ajukan perubahaan, ke-
luarlah Perwal 36 A, maka
pembayaran BKterhitung
1 Januari,” kata Sofyan.

Terkait eksepsi Sofyan, Kasi
Pidsus Kejari Bengkulu, Ok-
talian SH|yang hadir dan
memantdu persidangan
tersebut ditemui RB belum
mentar banyak.

adia(Sofyan,red),

gan peraturan dan

a sebagaimana
diatur dan iancam dalam
Pasal 2 Junto Pasal 18 UU
RI Nomor 31 tahun 1999
tentang pembrantasan tin-
dak pidana korupsi seba-
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